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ABSTRAK 
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 
pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 
pemberian bunga. Agar pihak bank selaku kreditur terlepas dari resiko, bank 
senantiasa ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit yang dilepaskan/diberikan 
itu dapat dikembalikan dengan aman. Bank meminta kepada calon nasabah 
(debitur) agar mengikatkan suatu barang tertentu, biasanya sertifikat tanah hak 
milik sebagai jaminan dalam pemberian kreditnya. Dalam kenyataan yang terjadi 
kredit yang dijalanlan debitur mengalami kemacetan, sehingga timbul sengketa 
antara kreditur dengan debitur terkait dengan sertifikat hak atas tanah yang 
dijadikan jaminan kredit tersebut. 
 
Kata Kunci: Kredit Bank, Jaminan Sertifikat Hak Atas Tanah, dan Penyelesaian 
Sengketa Kredit Bank 
 
ABSTRACT 
Credit or loan is providing money or resources based on agreement of borrowing 
and lending loan between banks and other parties which obligates the debtor to 
reimburse bank on a certain period of time with interest. In order to free the bank 
from any risk as the creditor, bank has always asked some warranty to secure the 
debt of the debtor. Bank asks the prospective debtor to mortgage their property, 
usually land title is used as warranty for the loan. In reality, the reimbursement 
from debtor is stopped in the middle, so the creditor and debtor had a falling-out 
related to that mortgage. 
 
Keywords: Bank Loans, Land Title Warranty, and Bank Loans Dispute Settlement 
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PENDAHULUAN 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dijelaskan 
dalam Pasal 1 angka 11, bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan 
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 
pemberian bunga”. Muchdarsyah Sinungan, berpendapapat: “Kredit adalah suatu 
pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan 
dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan 
suatu kontra prestasi yang berupa bunga”.1 
Unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank 
sebagai kreditur terhadap peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul 
karena dipenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit dari bank. Makna dari 
kepercayaan adalah adanya keyakinan dari bank bahwa kredit yang diberikan akan 
diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
2
 
Dalam pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa 
resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib 
membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan 
dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. 
Risiko yang terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit.
 3
 
                                                             
1 Mgs. Edy Putra Tje’Aman, 1989, Kredit Perbankan, Yogyakarta: Liberty, Hal 2. 
2 Hermansyah, 2008, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media, Hal 
43. 
3 Martha Noviaditya, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan 
Jaminan Hak Tanggungan (Skripsi Tidak Diterbitkan), Surakarta: Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Hal 1. 
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Kredit yang diberikan oleh bank perlu diamankan/dilindungi. Tanpa adanya 
pengamanan/perlindungan, bank sulit mengelakkan resiko yang akan datang, 
sebagai akibat tidak berprestasinya nasabah (debitur). Untuk mendapatkan 
kepastian dan keamanan dari kreditnya, bank melakukan tindakan-tindakan 
pengamanan/perlindungan dan meminta kepada calon nasabah (debitur) agar 
mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam pemberian kreditnya.
4
 
Bentuk jaminan yang paling banyak digunakan sebagai agunan dalam 
perjanjian kredit bank adalah hak atas tanah. Karena tanah merupakan jaminan 
yang paling disukai oleh kreditur. Sebab, tanah pada umumnya mudah dijual, 
memiliki nilai dan harga yang tinggi serta terus meningkat, mempunyai tanda bukti 
hak yang berupa sertifikat, sulit digelapkan, dan dapat dibebani hak tanggungan 
yang memberikan hak istimewa kepada kreditur.
5
 
Sertifikat tanah sebagai jaminan pembayaran utang tersebut, mengandung 
arti bahwa sertifikat tanah oleh yang berhak menjaminkan tanah itu disediakan 
secara khusus kepada kreditur untuk dapat lebih meyakinkan kreditur bahwa utang 
tertentu dari seorang debitur akan dilunasi pada waktu yang telah diperjanjikan. 
Namun jika debitur mengingkari janjinya tersebut (Wanprestasi), maka kreditur 
tersebut berhak untuk menjual tanah itu secara lelang dimana hasilnya untuk 
melunasi seluruh utang debitur beserta bunganya, dan apabila terdapat sisa maka 
hasilnya akan dikembalikan kepada debitur.
6
 
Dalam kenyataannya, terdapat debitur yang menjalankan kreditnya tidak 
sampai dengan selesai (lunas), serta kredit berjalan dengan tidak lancar (macet), 
                                                             
4 Mgs. Edy Putra Tje’Aman, Op..Cit., Hal 38. 
5 Effendi Perangin, 1987, Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit, Jakarta: Rajawali 
Pers, Hal 1. 
6 Ibid., Hal 1-2. 
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dalam hal ini debitur lalai/tidak menjalankan kewajibannya secara baik dengan 
berbagai alasan. Misalnya: usahanya mengalami penurunan, sedang bangkrut, dan 
lain sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut biasanya kreditur langsung 
memberikan surat peringatan secara tertulis (Somasi) kepada debitur, hal tersebut 
bertujuan agar debitur mau memenuhi prestasinya kembali. Namun apabila debitur 
tetap tidak mau memenuhi prestasinya, dengan demikian debitur dapat dianggap 
telah Wanprestasi. 
Dalam keadaan yang demikian, antara kreditur dengan debitur sering kali 
terjadi sengketa terkait dengan sertifikat hak atas tanah yang dijadikan jaminan 
kredit tersebut. Karena jika tidak ada iktikad baik dari debitur untuk segera 
melunasi hutangnya, maka kreditur dengan kewenangannya akan berupaya untuk 
melakukan pelelangan hak atas tanah itu guna menutup atau melunasi hutang 
debitur. Namun di lain pihak rupanya debitur juga tidak kalah cerdik dalam 
menyikapinya dan berusaha agar hak atas tanah yang dijadikan jaminan kredit 
tersebut tidak dilelang oleh kreditur. Sehingga sebelum kreditur mengajukan 
gugatan ke Pengadilan atas dasar debitur wanprestasi, dan sebelum kreditur 
melakukan pelelangan hak atas tanah yang dijadikan sebagai jaminan kredit 
tersebut. Debitur sering kali terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan, 
yang pada intinya hanya bertujuan untuk menunda/mengulur waktu agar debitur 
dapat memenuhi lagi prestasinya serta agar tidak dilakukan proses pelelangan 
terhadap tanah jaminan kredit tersebut. Karena pada dasarnya hak atas tanah yang 
sedang dalam sengketa/sedang disengketakan tidak dapat dilakukan pelelangan. 
Hal itulah yang menyebabkan rumitnya dalam menyelesaikan sengketa kredit yang 
belum lunas (macet). 
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Karena untuk dapat dinyatakan debitur telah wanprestasi, maka harus 
melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini 
kreditur harus mengajukan gugatan kepada debitur atas dasar bahwa debitur telah 
melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit. Jika dalam amar Putusan 
Pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, maka dengan 
adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut kreditur 
barulah dapat melakukan eksekusi yang berupa menjual secara lelang tanah milik 
debitur yang dijadikan sebagai jaminan kredit.
7
 
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah proses 
penyelesaian sengketa kredit di Bank? (2) Bagaimanakah Hakim menentukan 
pembuktian dalam sengketa hak atas tanah yang  dijadikan sebagai jaminan kredit 
di Bank? (3) Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap perkara sengketa hak atas tanah yang dijadikan sebagai jaminan kredit di 
Bank? 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana proses 
penyelesaian sengketa kredit di Bank. (2) Untuk mengetahui Hakim menentukan 
pembuktian dalam perkara hak atas tanah yang  menjadi jaminan kredit di Bank. 
(3) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
perkara sengketa hak atas tanah yang dijadikan sebagai jaminan kredit di Bank. 
Manfaat penelitian ini adalah: (1) Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan, 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap 
perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum yang 
mengatur tentang penyelesaian sengketa hak atas tanah yang dijadikan sebagai 
                                                             
7 Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, Diakses dari www.hukumonline.com, pada tanggal 
20 April 2015, Pukul 14.30 WIB. 
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jaminan kredit di Bank. (2) Manfaat Bagi Pribadi Penulis, penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis, 
khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai proses 
penyelesaian sengketa hak atas tanah yang dijadikan sebagai jaminan kredit di 
Bank. (3) Manfaat Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas dan 
khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa 
dijadikan pedoman untuk warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa hak 
atas tanah yang dijadikan sebagai jaminan kredit di Bank. 
Secara metodologis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 
menggunakan metode normatif. Hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis 
dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah 
/norma merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.
8
 Sehingga 
dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah hukum 
yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa hak atas tanah yang dijadikan 
sebagai jaminan kredit di Bank. 
Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelititan deskriptif 
ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan 
akurat terhadap suatu obyek tertentu.
9
 Yang dalam penelitian ini, penulis akan 
mendeskripsikan mengenai proses penyelesaian sengketa hak atas tanah yang 
dijadikan sebagai jaminan kredit di Bank. 
                                                             
8 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, Hal 118. 
9 Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
Hal 35. 
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Data-data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: Data sekunder yang 
berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
Sedangkan Data primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber pertama, yaitu dengan melakukan penelitian langsung dilapangan. 
Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara 
Kualitatif. Dengan menganalisis data sekunder yang dihubungkan data primer, 
kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta 
menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah 
kesimpulan. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Proses Penyelesaian Sengketa Kredit Di Bank 
 
Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit 
bermasalah juga akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah itu 
sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan sengketa kredit pada bank 
terdapat dua strategi yang dapat ditempuh oleh bank, yaitu antara lain bisa melalui 
jalur non ligitasi dan ligitasi (pengadilan). 
Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi, Proses 
penyelesaian sengketa kredit melalui jalur non ligitasi dilakukan melalui 
perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan meringankan syarat-syarat 
dalam perjanjian kredit. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini belum 
memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek 
usahanya masih feasible. Menurut ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 
26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 dalam usaha mengatasi kredit bermasalah, pihak 
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bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut:
10
 
Rescheduling, adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban 
debitor. Reconditioning, merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit 
yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi 
(persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitor dan bank yang 
kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit. Restructing, adalah usaha 
penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah 
komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit seperti mengubah 
komposisi pembiayaan: penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan 
bunga kredit, perpanjangan waktu kredit, pengambilalihan asset debitor, dll. 
Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, Dalam upaya 
menyelesaian sengketa kredit dapat dilakukan melalui jalur litigasi adalah dengan 
mengajukan gugatan ke pengadilan. Terhadap permasalahan-permasalahan yang 
berkaitan dengan sengketa kredit adalah termasuk gugatan perdata, sehingga 
berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Pihak Bank selaku 
kreditur akan mengajukan gugatan wanprestasi terhadap debitur yang kreditnya 
macet ke Pengadilan Negeri setempat. Namun, untuk hal ini juga tergantung dalam 
klausul perjanjian kreditnya, apakah terdapat suatu klausul yang menyatakan 
bahwa jika ada sengketa kredit maka penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan. 
 
Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Sengketa Hak Atas Tanah Yang  
Dijadikan Sebagai Jaminan Kredit Di Bank 
 
Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 
12/Pdt.G/2014/PN. Ska mengenai perkara sengketa hak atas tanah yang  dijadikan 
                                                             
10 Lukman Dendawijaya, 2001, Manajemen Perbankan, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 87-88. 
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sebagai jaminan kredit di bank, dalam sidang pemeriksaan perkara Majelis Hakim 
telah memeriksa gugatan dan jawaban serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh 
Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dibawah ini: 
Dengan demikian setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan 
Penggugat dan Jawaban/Bantahan dari Tergugat serta setelah dihubungkan dengan 
bukti-bukti tertulis yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat di 
persidangan, maka berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut dapat 
diambil Kesimpulan tentang Hasil Pembuktian dan telah diperoleh Fakta-
Fakta Hukum sebagai berikut: 
Pertama, benar Penggugat merupakan pemilik sah dari Sertifikat Hak Milik 
Nomor 2381 Desa Blulukan Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar a/n 
Sudiyono dengan luas 100 m2, sebagaimana yang dibuktikan dengan Bukti P2. 
Kedua, pada pokoknya gugatan ini diajukan oleh Penggugat dengan 
maksud dan tujuan agar Tergugat I tidak melaksankan penjualan lelang sebelum ± 
bulan januari 2021, karena Para Penggugat baru dikatakan wanprestasi apabila 
pada bulan ± Januari 2021 tidak dapat memenuhi kewajiban membayar hutang 
kepada Tergugat I. 
Ketiga, berdasarkan Bukti T3 yaitu Fotocopy perjanjian mandiri Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) Multiguna Nomor: CLBO.SLO/014/PK-MGM/2011 
tanggal 12 Januari 2011 dan Bukti T4 yaitu Fotocopy syarat-syarat umum 
perjanjian kredit konsumtif yang telah ditanda tangani oleh Penggugat I dan 
disetujui oleh Penggugat II tanggal 12 Januari 2011 (SUPR). Dari bukti-bukti 
tersebut menunjukkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I terikat 
dalam suatu perjanjian kredit yakni KPR (Kredit Pemilikan Rumah). 
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Keempat, berdasarkan bukti T6 sampai T9, menunjukkan bahwa kredit 
yang dijalankan oleh Penggugat sedang mengalami kemacetan dalam pembayaran 
angsurannya kepada Tergugat I. 
Kelima, menurut Majelis Hakim gugatan para Penggugat tersebut substansi 
hukumnya tidak jelas, apakah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) atau 
gugatan karena wanprestasi, oleh karenanya gugatan yang demikian adalah kabur 
(Obscuur Libel). Karena apabila gugatan tersebut berupa perbuatan melawan 
hukum atau karena wanprestasi, ternyata Tergugat I belum pernah melakukan 
tindakan-tindakan untuk penjualan lelang, akan tetapi baru melakukan peringatan-
peringatan. 
Keenam, apabila gugatan ada faktor hukum yang menangguhkan adanya 
gugatan, maka gugatan yang demikian adalah premature, yang berarti gugatan para 
penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, 
karena masih premature dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. 
 
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Sengketa Hak Atas 
Tanah Yang  Dijadikan Sebagai Jaminan Kredit Di Bank 
 
Sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 
12/Pdt.G/2014/PN.Ska bahwa Hakim telah memberikan pertimbangan-
pertimbangan hukumnya yang akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan 
putusan mengenai sengketa hak atas tanah yang dijadikan sebagai jaminan kredit di 
bank, yaitu sebagai berikut: 
Setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan surat gugatan 
penggugat, jawaban Tergugat I, maupun setelah dihubungkan dengan bukti P.1 
sampai dengan P.6 serta dengan bukti surat yang diajukan Tergugat I yaitu bukti 
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T.1 sampai dengan T.9 dapat disimpulkan pada pokoknya gugatan ini diajukan 
dengan maksud dan tujuan agar Tergugat I tidak melaksankan penjualan lelang 
sebelum ± bulan januari 2021, karena Para Penggugat baru dikatakan wanprestasi 
apabila pada bulan ± Januari 2021 tidak dapat memenuhi kewajiban membayar 
hutang kepada Tergugat I. 
Sesuai kaidah hukum acara perdata, maka gugatan secara garis besar dibagi 
menajdi 2 (dua) yaitu gugatan karena perbuatan melawan hukum (PMH) dan 
gugatan karena wanprestasi. Menurut Majelis Hakim gugatan para Penggugat 
tersebut substansi hukumnya tidak jelas, apakah gugatan perbuatan melawan 
hukum (PMH) atau gugatan karena wanprestasi, oleh karenanya gugatan yang 
demikian adalah kabur (Obscuur Libel). 
Demikian pula apabila gugatan tersebut berupa perbuatan melawan hukum 
atau karena wanprestasi, ternyata Tergugat I belum pernah melakukan tindakan-
tindakan untuk penjualan lelang, akan tetapi baru melakukan peringatan-
peringatan. Apabila gugatan ada faktor hukum yang menangguhkan adanya 
gugatan, maka gugatan yang demikian adalah premature, yang berarti gugatan para 
penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, 
karena masih premature dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. 
Apabila Tergugat I telah melakukan tindakan-tindakan yang mengarah 
pada pelelangan atas obyek sengketa maka sesuai dengan kaidah-kaidah hukum 
acara perdata yang ada, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah 
mengajukan gugatan perlawanan. 
Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan Para Penggutan 
tersebut selain kabur tidak jelas juga premature, oleh karenanya gugatan yang 
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sedemikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian eksepsi 
Tergugat I dapat dikabulkan. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Proses Penyelesaian Sengketa Kredit Di Bank 
Untuk penyelesaian sengketa kredit-kredit yang bermasalah oleh bank 
dapat dilakukan dengan dua alternatif cara, yaitu melalui cara non litigasi 
(negosiasi) dan melalui litigasi (peradilan). 
Penyelesaian melalui jalur non litigasi, penanganan kredit perbankan yang 
bermasalah menurut ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP 
tanggal 29 Mei 1993 dalam usaha mengatasi kredit bermasalah, pihak bank dapat 
melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut: (1) Rescheduling 
(Penjadwalan Kembali), (2) Reconditioning (Persyaratan Kembali), (3) 
Recstructing (Penataan Kembali). 
 
Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Sengketa Hak Atas Tanah Yang  
Dijadikan Sebagai Jaminan Kredit Di Bank 
 
Berdasarkan pada pemeriksaan pembuktian persidangan tersebut dapat 
diambil suatu Kesimpulan tentang Hasil Pembuktian antara Penggugat dan 
Tergugat telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Pertama, Benar 
Penggugat merupakan pemilik sah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2381 Desa 
Blulukan Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar a/n Sudiyono dengan 
luas 100 m2, sebagaimana yang dibuktikan dengan Bukti P2. Kedua, Pada 
pokoknya gugatan ini diajukan oleh Penggugat dengan maksud dan tujuan agar 
Tergugat I tidak melaksankan penjualan lelang sebelum ± bulan januari 2021, 
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karena Para Penggugat baru dikatakan wanprestasi apabila pada bulan ± Januari 
2021 tidak dapat memenuhi kewajiban membayar hutang kepada Tergugat I. 
Ketiga, Berdasarkan Bukti T3 yaitu Fotocopy perjanjian mandiri Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) Multiguna Nomor: CLBO.SLO/014/PK-MGM/2011 tanggal 12 
Januari 2011 dan Bukti T4 yaitu Fotocopy syarat-syarat umum perjanjian kredit 
konsumtif yang telah ditanda tangani oleh Penggugat I dan disetujui oleh 
Penggugat II tanggal 12 Januari 2011 (SUPR). Dari bukti-bukti tersebut 
menunjukkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I terikat dalam suatu 
perjanjian kredit yakni KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Keempat, Berdasarkan 
bukti T6 sampai T9, menunjukkan bahwa kredit yang dijalankan oleh Penggugat 
sedang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsurannya kepada Tergugat I. 
Kelima, Menurut Majelis Hakim gugatan para Penggugat tersebut substansi 
hukumnya tidak jelas, apakah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) atau 
gugatan karena wanprestasi, oleh karenanya gugatan yang demikian adalah kabur 
(Obscuur Libel). Karena apabila gugatan tersebut berupa perbuatan melawan 
hukum atau karena wanprestasi, ternyata Tergugat I belum pernah melakukan 
tindakan-tindakan untuk penjualan lelang, akan tetapi baru melakukan peringatan-
peringatan. Keenam, Apabila gugatan ada faktor hukum yang menangguhkan 
adanya gugatan, maka gugatan yang demikian adalah premature, yang berarti 
gugatan para penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di 
Pengadilan, karena masih premature dalam arti gugatan yang diajukan masih 
terlampau dini. 
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Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Sengketa Hak Atas 
Tanah Yang  Dijadikan Sebagai Jaminan Kredit Di Bank 
 
Berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dan terungkap dipersidangan, 
maka Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Surakarta 
berpendapat dan berkesimpulan, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan para 
Penggugat tersebut substansi hukumnya tidak jelas, apakah gugatan perbuatan 
melawan hukum (PMH) atau gugatan karena wanprestasi, oleh karenanya gugatan 
yang demikian adalah kabur (Obscuur Libel). Karena apabila gugatan tersebut 
berupa perbuatan melawan hukum atau karena wanprestasi, ternyata Tergugat I 
belum pernah melakukan tindakan-tindakan untuk penjualan lelang, akan tetapi 
baru melakukan peringatan-peringatan. Apabila gugatan ada faktor hukum yang 
menangguhkan adanya gugatan, maka gugatan yang demikian adalah premature, 
yang berarti gugatan para penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa 
sengketanya di Pengadilan, karena masih premature dalam arti gugatan yang 
diajukan masih terlampau dini. 
Sehingga gugatan Penggugat mengenai sengketa hak atas tanah yang 
dijadikan sebagai jaminan kredit di bank tersebut tidaklah beralasan, tidak jelas 
substansi hukumnya, serta masih terlampau dini (premature). Maka sesuai dengan 
ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 Tanggal 7 
April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 
Agustus 1973, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 
April 1979. Yang menyatakan bahwa terhadap obyek gugatan yang tidak jelas, 
maka gugatan tidak dapat diterima. Sehingga dengan demikian sudah dapat 
dipastikan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 
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Dari pertimbangan hukum tersebut, maka pada akhirnya Majelis Hakim 
pemeriksa perkara menjatuhkan putusan yang inti amarnya berbunyi Menyatakan 
Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan 
Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 
1.001.000,- (satu juta seribu rupiah). 
 
Saran 
 
Penulis akan menyampaikan beberapa saran antara lain sebagai berikut: 
Pertama, untuk Kreditur (Bank) yang dalam hal ini bertindak selaku 
Tergugat sebaiknya lebih berhati-hati sebelum memberikan kredit terhadap 
seseorang, perlu adanya analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta 
kesanggupan nasabah/debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan uang 
yang dipinjam tersebutsesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, sehingga 
proses pelaksanaan perjanjian kredit dapat berjalan lancar sesuai dengan yang di 
perjanjikan oleh kedua belah pihak dan tidak mengalami masalah. Kedua, untuk 
Debitur (Nasabah) yang dalam hal ini selaku Penggugat sebaiknya dalam 
melaksanakan perjanjian kredit harus beriktikad baik untuk mengembalikan atau 
membayar angsuran kreditnya sampai selesai/lunas. Sehingga agar tidak terjadi 
kredit macet yang dapat menimbulkan sengketa antara kreditur dengan debitur. 
Dan apabila dalam pelaksanaan kredit ternyata terjadi kemacetan, maka sebaiknya 
masalah tersebut diselesaikan melalui jalur non litigasi, tidak perlu melalui gugatan 
di Pengadilan. Ketiga, untuk Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa 
dan mengadili perkara gugatan sengketa perjanjian kredit harus cermat dan teliti 
dalam memeriksa perkara tersebut. Sehingga dalam proses pembuktian 
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dipersidangan Majelis Hakim dapat melihat apakah Penggugat bisa membuktikan 
dalil gugatannya atau tidak. Jika memang Penggugat tidak dapat membuktikan 
dalil gugatannya maka Majelis Hakim tidak akan mengabulkan atau tidak akan 
menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Keempat, untuk masyarakat 
secara umum diharapkan tetap berhati-hati dan bijaksana dalam setiap melakukan 
suatu perbuatan hukum, yang salah satunya mengajukan hutang/kredit di Bank. 
Sebelum melibatkan diri dalam suatu perjanjian kredit di bank, harus terlebih 
dahulu mempelajari dan memahami isi dari perjanjian kredit tersebut. Sehingga 
dalam pelaksanaan kredit tersebut bisa berjalan dengan lancar dan dapat 
menghindari hal-hal yang menyebabkan/menimbulkan sengketa kredit. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 
 
Dendawijaya, Lukman, 2001, Manajemen Perbankan, Jakarta: Ghalia Indonesia. 
 
Hermansyah, 2008, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana 
Prenada Media. 
 
Perangin, Effendi, 1987, Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit, 
Jakarta: Rajawali Pers. 
 
Putra Tje’Aman, Mgs. Edy, 1989, Kredit Perbankan, Yogyakarta: Liberty 
 
Sunggono, Bambang, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada. 
 
Martha Noviaditya, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian 
Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Skripsi Tidak Diterbitkan), 
Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, Diakses dari 
www.hukumonline.com, pada tanggal 20 April 2015, Pukul 14.30 WIB. 
 
